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ABSTRAK  

Nama  : Alifiah Rizki Amelia 

NIM  : 201710110311058 

Judul        : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana 

Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 

61/Pid.B/LH/221/PN Mlg) 

Pembimbing  : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

    Bayu Dwi Widdy Jatmiko., S.H., M.Hum 

 

Hukum perlindungan terhadap keanekaragaman hayati satwa ini perlu ditegakkan karena 

saat ini konservasi akan satwa makin rendah yang penyebabnya adalah munculnya satwa 

liar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hakim dalam 

mempertimbangkan pemutusan dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan mengkaji Pertimbangan Hakim 

Dalam Memutuskan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar 

(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”. Tipe penelitian hukum yaitu 

yuridis normatif. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Putusan Nomor 

61/Pid.B/LH/221/PN Mlg dengan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana 

Kasus Perniagaan Satwa Liar Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg 

menggunakan 2 jenis pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. 

Beberapa pertimbangan yuridis didasarkan pada bentuk pelanggaran terdakwa pada aturan 

perundang-undangan antara lain Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No.5 

Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa dengan lampiran 

terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 106 

Tahun 2018, Pasal  193 ayat (1) KUHAP, Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pasal 8 ayat (2) UU 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman, dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP. 

Sementara itu pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan mengenai unsur-unsur 

yang dilanggar oleh pelaku dari keterangan saksi mengenai keadaan pelaku khususnya latar 

belakang sosial pelaku. Hal ini menjadi salah satu sudut pandang bahwa penjatuhan 

hukuman yang diberikan majelis hakim belum proporsional dalam hal proporsionalitas 

antara lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan proporsionalitas 

hukuman dengan alat bukti keterangan saksi serta ahli dan pertimbangan hakim terkait 

kerugian keanekaragaman hayati dan potensi kerugian keanekaragaman hayati yang timbul 

dari tindak pidana satwa yang harus dilindungi. 

 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana dan Perniagaan Satwa Liar 
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ABSTRACT 

Name : Alifiah Rizki Amelia 

NIM :  201710110311058 

Title : Judge's Considerations in Deciding Criminal Cases in 

Wildlife Trafficking Cases (Case Study Decision Number 

61/Pid.B/LH/221/PN Mlg) 

Advisors :  Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

  Bayu Dwi Widdy Jatmiko., S.H., M.Hum 

The law on protecting animal biodiversity needs to be enforced because currently animal 

conservation is increasingly low, the cause of which is the emergence of wild animals. The 

problem formulation in this research is how judges consider termination in cases of crimes 

against wildlife. The aim of this research is to find out, understand and examine the Judge's 

Considerations in Deciding Criminal Law in Wildlife Trafficking Crime Cases (Case Study 

Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)." The type of legal research is normative 

juridical. The main legal material used is Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg with 

other legislation. The results of the research show that the judge's considerations in 

deciding criminal cases in wildlife trafficking cases in Decision Number 

61/Pid.B/LH/221/PN Mlg use 2 types of considerations, namely the judge's considerations, 

juridical and non-juridical. Several juridical considerations are based on the form of the 

defendant's violation of statutory regulations, including Article 21 Paragraph (2) letter a Jo 

Article 40 Paragraph (2) Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological 

Resources and Their Ecosystems, Government Regulation Number 7 of 1999 concerning 

Preservation of plant and animal species with the final attachment is contained in the 

Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 

106 of 2018, Article 193 paragraph (1) KUHAP, Article 22 paragraph (4) KUHAP, Article 

8 paragraph (2) Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Article 222 paragraph 

(1) of the Criminal Procedure Code. Meanwhile, non-juridical considerations take into 

account the elements violated by the perpetrator from witness statements regarding the 

perpetrator's condition, especially the perpetrator's social background. This is one point of 

view that the sentence imposed by the panel of judges has not been proportional in terms 

of proportionality between the length of imprisonment as a substitute for a fine and the 

proportionality of the sentence with evidence from witnesses and experts and the judge's 

considerations regarding biodiversity loss and potential biodiversity loss. arising from 

criminal acts of animals that must be protected. 

 

Keywords: Judge's considerations, crime and wildlife trade 
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